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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indikasi Geografis salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual 

(HAKI) yang terdiri dari Merek, Hak Cipta, Desain Produk, Paten, Indikasi 

Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Varietas 

Tanaman. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, Indikasi berarti 

petunjuk atau tanda dan Geografi yang berasal dari kata Geografis berarti ilmu 

bumi. Dapat diartikan bahwa Indikasi Geografis berarti petunjuk atau tanda 

yang menunjukan suatu daerah maupun karakteristik atau lokasi yang ada di 

bumi. 

Indikasi Geografis menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, berbunyi: 

Suatu tanda yang menunjukan daerah asal suatu barang dan/atau produk 

yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor 

manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, 

kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang 

dihasilkan. 

 

Indikasi Geografis merupakan jenis perlindungan Hak Kekayaan 

Intelektual. Perlindungan Indikasi Geografis memiliki perbedaan dari 

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual lainnya, yaitu kepemilikannya bersifat 

komunal dan mengidentifikasi daerah sebagai ciri khasnya. Indikasi Geografis 

merupakan tanda yang mengidentifikasi suatu daerah sebagai asal barang, di 

mana kualitas, karakteristik dan reputasi barang yang dihasilkan ditentukan 



2 

 

oleh faktor geografis1. Barang atau produk berasal dari sumber daya alam, 

kerajinan tangan dan hasil industri yang menunjukan kekhasan dari daerahnya 

dapat menjadi Indikasi Geografis. Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan 

melindungi barang atau produk dari pemalsuan atau pemanfaatan oleh pihak 

yang tidak berhak serta memberikan peluang kepada masyarakat wilayah 

penghasil barang atau produk khas tersebut. Selain itu Indikasi Geografis juga 

memberi perlindungan kepada konsumen karena memberikan jaminan kualitas 

terhadap barang atau produk2. 

Menurut Frederick Abbott, terdapat dua fungsi pada isu indikasi 

geografis yaitu: 

1. Fungsi promosi produk yang mempunyai karakter tertentu sehingga 

dapat memberi manfaat ke wilayah tempat produk itu berasal 

(manufactured) atau produk tersebut dipasarkan.  

2. Dengan demikian, Indikasi Geografis melindungi produsen di wilayah 

asal produk terhadap penggunaan yang tidak sah (unauthorized) dari 

goodwill yang diciptakan seperti kualitas produk tersebut kepada para 

pesaing. 

3.  Menjadi sumber informasi penting bagi para konsumen pasar dalam 

hal kaitannya dengan asal, kualitas dan juga reputasi produk. Sehingga 

para konsumen dapat membedakan keaslian barang tersebut3. 

 
1 Devica Rully Masrur, 2018, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan 

Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasional, Lex Jurnalica 
Vol. 15 No.5, hlm. 195-196 

2 Ibid, hlm. 195 
3 Erlina B, Melissa Safitri, Intan Nurina Seftiniara, 2019, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis, 

Bandar Lampung, Pusaka Media, hlm. 10. 
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Indikasi Geografis dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk 

memajukan perekonomian daerah. Indikasi geografis mempunyai 

keistimewaan bagi daerah penghasil barang atau produk. Konsumen dapat 

mengetahui terdapat kelompok masyarakat di suatu daerah yang mendapatkan 

hak untuk menggunakan Indikasi Geografis. 

Perlindungan Indikasi Geografis didapatkan setelah di daftarkan oleh 

Pemohon dan disahkan oleh Menteri. Berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) UU 

20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud Pemohon yaitu: 

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu 

yang mengusahakan suatu barang dan/ atau produk berupa: 

a) Sumber daya alam 

b) Barang kerajinan tangan atau 

c) Hasil industri. 

2. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. 

 

Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dapat di daftrakan oleh 

Pemerintah Daerah atau kelompok masyarakat yang mengusahakan barang 

atau produk kemudian didaftarkan ke Kementrian Hukum dan HAM RI 

melalui DJKI ataupun Kanwil Kemenkumhan di daerahnya. Syarat dan tata 

cara pendaftaran Indikasi Geografis diatur dalam BAB II Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi 

Geografis dan Modul Kekayaan Intelektual bidang Merek dan Indikasi 

Geografis. 

Perlindungan Indikasi Geografis menimbulkan hak yang eksklusif pada 

barang atau produk yang terdaftar. Barang atau produk yang terdaftar indikasi 
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geografis memiliki banyak kelebihan dari pada produk yang belum terdaftar 

indikasi geografis, berikut manfaat perlindungan indikasi geografis: 

1. Menetapkan standar produksi dan memperjelas identifikasi produk. 

2. Melindungi dari kecurangan dan pemanfaatan oleh pihak yang tidak 

berhak dan melindungi konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi 

Geografis. 

3. Memberikan jaminan terhadap keaslian terhadap produk Indikasi 

Geografis. 

4. Memberikan pembinaan terhadap produsen dan memperkuat koordinasi 

dalam kelompok masyarakat untuk menciptakan dan memperkuat nama 

dan reputasi produk. 

5. Memberikan informasi yang valid terkait karakter khas dan unik pada 

produk. 

6. Reputasi wilayah penghasil produk akan naik selain itu juga melestarikan 

alam, pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati4. 

Masyarakat suatu daerah yang memperoleh hak atas Indikasi Geografis 

memikili keistimewaan untuk mengedarkan dan memasarkan barang atau 

produknya sehingga masyarakat dari daerah lain tidak dapat menggunakannya 

pada barang atau produk mereka. Hak atas Indikasi Geografis dijelaskan dalam 

Pasal 1 Angka 7 UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang 

berbunyi: 

 
4 https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan diakses pada tanggal 24 

September 2021. 

https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan
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 Hak atas Indikasi Geogrfis adalah hak ekslusif yang diberikan oleh 

negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama 

reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya 

perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pihak yang mendapatkan 

izin dari pemegang hak atas indikasi geografis dapat memproduksi dan 

memasarkan barang atau produk tersebut. Indikasi Geografis dapat 

menyejahterakan pemakai hak Indikasi Geografis karena memunculkan hak 

eksklusif yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi selain itu dapat 

melestarikan kebudayaan di daerah tersebut. Pemakai hak indikasi geografis 

diharapkan mampu meningkatkan pendapatannya untuk kehidupan yang lebih 

sejahtera setelah mendapatkan perlindungan secara hukum. Dalam Pasal 1 

Angka 10 UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pemakai Hak 

Indikasi Geografis adalah “Pihak yang diberikan izin dari pemegang hak 

Indikasi Geografis untuk memproduksi dan memasarkan produk Inidikasi 

Geografis”. Pemegang hak Indikasi Geografis merupakan pihak yang bertindak 

sebagai pemohon Indikasi Geografis. 

Perlindungan Indikasi Geografis tidak dimiliki oleh individu melainkan 

komunal karena hak Indikasi Geografis bersifat komunalistik tidak bersifat 

individualistik. Bersifat komunalistik artinya dimiliki secara bersama oleh 

masyarakat daerah tertentu. Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan 

melindungi produsen dan konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi 

Geografis, melindungi kelestarian alam, melindungi kelestarian budaya dan 

pengetahuan tradisional masyarakat penghasil produk, memperkuat koordinasi 

lembaga masyarakat pengasil produk dan meningkatkan penghasilan dan 
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menyejahterakan masyarakat pelaku usaha produk5. Dengan adanya 

perlindungan Indikasi Geografis diharapkan masyarakat dapat meningkatkan 

pemasaran suatu barang atau produk di daerah tersebut. Masyarakat yang 

berada di daerah tersebut bisa memanfaatkan Indikasi Geografis untuk 

pembangunan ekonomi berbasis komunitas dan kearifan lokal. 

Perlindungan Indikasi Geografis didapatkan dengan memenuhi syarat-

syarat tertentu yang digunakan sebagai tolak ukur bagi suatu barang atau 

produk  yang dapat dikatakan berhasil untuk ditetapkan sebagai Indikasi 

Geografis atau tidak layak ditetapkan sebagai Indikasi Geografis. Syarat 

kerberhasilan tersebut dijelaskan oleh Direktoral Jendral Kekayaan Intelektual 

(DKJI) dalam buku Indikasi Geografis Indonesia. Syarat-syarat mendapatkan 

Indikasi Geografis harus mempunyai: 

1. Sistem manajemen yang terstruktur dan efektif. 

2. Kualitas produk bagus dan konsisten. 

3. Sistem marketing yang kuat. 

4. Mampu memenuhi kebutuhan dipasaran secara konsisten. 

5. Keinginan menegakan aturan hukum terkait indikasi geografis6.  

Indonesia memiliki kekayaan yang beranekaragam dari kekayaan alam 

sampai kekakayaan budaya yang melimpah dan potensial bagi pertumbahan 

ekonomi masyarakat di sekitarnya. Namun kekayaan yang potensial ini masih 

belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal dan masih banyak yang 

 
5 Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI. 2019, Modul Kekayaan 

Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis, Jakarta, hlm. 9. 
6 Balitbangkumham Press, 2018, Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Mendorong 

Perekonomian Daerah, Jakarta, Percetakan Pohon Cahaya, hlm. 29. 
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mendapatkan perlindungan hukum. Masyarakat Indonesia banyak yang 

bergantung pada mata pencaharian sebagai petani dan pengrajin. Peran 

Pemerintah Daerah sangat di butuhkan untuk melindungi sumber mata 

pencaharian mereka. 

 Jika Pemerintah Daerah dapat melindungi sumber mata pencaharian 

mereka, Tentunya akan menjamin kehidupan masyarakat yang bermata 

pencaharian tersebut.  Hal ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat 

yang sumber mata pencahariannya bergantung pada hasil alam dan kerajinan 

tangan. Maka dari itu Pemerintah Daerah harus melindungi kekayaan alam dan 

budaya didaerahnya.  

Namun masih sedikit Pemerintah Daerah yang mendaftarkan barang atau 

produk khas daerahnya sebagai Indikasi Geografis. Pemerintah Daerah 

diharapkan sadar pentingnya perlindungan Indikasi Geografis dan mengajak 

masyarakat untuk menjaga barang atau produk khas daerahnya agar terhindar 

dari penyalahgunnaan barang atau produk tersebut. Bila terjadi kecurangan 

tentunya merugikan masyarakat yang mata pencariannya bersangkutan dengan 

barang dan/atau produk tersebut. 

Melihat Permasalahan yang sudah pernah terjadi sebelumnya atas 

pelanggaran Indikasi Geografis terhadap Kopi Gayo dan Kopi Toraja tentunya 

tidak ingin terjadi lagi pada lainnya. Kasus tersebut jadi pelajaran untuk 

Pemerintah Daerah dan Masyarakat agar melindungi kekayaan intelektual 

daerahnya. Supaya keedepannya agar tidak terjadi lagi pelanggaran Indikasi 
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Geografis, tentu masyarakat yang bermata pencaharian di bidang tersebut 

dirugikan. 

Kasus Key Coffee Co. mendaftarkan merek kopi bernama Toraja  terjadi 

ketika pemilik merek "Toarco Toraja" mengajukan  perlindungan  merek kopi 

yang  populer di Jepang. Ancaman  pesaing untuk menggunakan merek dagang 

dengan nama yang sama menjadi dasar permohonan perlindungan merek pada 

tahun 1974, dan pendaftaran diberikan pada tahun 1976. Kasus kedua, Kopi 

Gayo sebagai merek dagang, diklaim oleh sebuah perusahaan Belanda. 

Perusahaan Belanda  (Holland Coffee B.V) mengklaim bahwa perusahaan 

tersebut memiliki hak merek dagang atas kopi  dan terdaftar secara 

internasional dengan nama Gayo Mountain Coffee7. 

Ketidaktahuan manfaat yang diperoleh atas indikasi geografis oleh 

Pemerintah Daerah dan masyarakat pentingnya perlindungan indikasi geografis 

dari segi ekonomi, budaya dan kebanggaan sebagai pemilik indikasi geografis 

yang menyebabkan masih sedikitnya pendaftaran indikasi geografis di 

Indonesia. Maka dari itu kesadaran hukum perlindungan Indikasi Geografis 

harus dimulai dengan melakukan tindakan strategis, yaitu: 

1. Edukasi kesadaran hukum Indikasi Geografis 

Melindungi Indikasi Geografis yang tersebar di seluruh Indonesia 

tidaklah mudah. Penyebabnya adalah karakteristik masyarakat komunalistik, 

rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman hukum kekayaan intelektual 

 
7 Sudjana, 2018, Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2016 Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal, Vej Vol. 4 No. 1, hlm. 33. 



9 

 

khususnya Indikasi Geografis oleh Pemerintah Daerah dan belum menganggap 

penting melindungi Indikasi Geografis8. 

2. Identifikasi potensi Indikasi Geografis 

Menurut Pasal 70 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, 

identifikasi potensi Indikasi Geografis dilakukan oleh setiap pemerintah daerah 

(Provinsi/Kabupaten/Kota) Pemerintah Daerah melindungi  potensi-potensi 

yang ada di wilayahnya dengan cara melakukan pemetaan dan interventarisasi 

potensi produk Indikasi Geografis9. 

Kesadaran hukum terhadap Indikasi Geografis tidak hanya ditujukan 

kepada Pemerintah Pusat atau Daerah melainkan masyarakat juga harus 

mengerti Indikasi Geografis. Untuk melaksanakan perlindungan Indikasi 

Geografis tentu saja harus memahami Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis. Peran Pemerintah Pusat dan Daerah 

dibutuhkan untuk memberikan pendampingan terhadap masyarakat. 

Mensosialisasikan urgensi, manfaat, dan tantangan Indikasi Geografis di dalam  

dan luar negeri melalui pelatihan/lokakarya, seminar, pembinaan, pemberian 

perlindungan hukum, dan promosi produk atau pengembangan produk Indikasi  

Geografis. 

Kota Semarang merupakan Ibukota Jawa Tengah letak geografisnya 

berada di pesisir utara Pulau Jawa. Pembentukan Kota Semarang secara 

administratif dirintis oleh Ki Pandan Arang, Putera Sabarang Lor (Adipati 

 
8 Imam Lukito, 2018, Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis 

(Studi Pada Provinsi Kepulauan Riau), JIKH Vol. 12 No. 3, hlm. 321. 
9 Ibid, hlm. 322 
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Unus), Sultan Demak II10. Berdasarkan naskah babad Kota Semarang dirintis 

sebagai wilayah pemerintahan pada akhir abad ke-15. Pada tahun 1398 caka 

atau tahun 1476 Masehi Ki Pandang Arang pergi menuju daerah yang disebut 

Pulo Tirang . Pulo Tirang saat ini merupakan wilayah Mugas dan Bergota. Ki 

Pandang Arang dan anaknya Pangeran Kasepuhan meninggalakan Demak dan 

melakukan perjalanan menuju barat daya menuju Pulo Tirang. Di sini Ki 

Pandan Arang mendirikan pasentran atau perguruan agama Islam agar semakin 

banyak orang datang dan menghuni di Pulo Tirang. 

Menurut Serat Kandhung Ringgit Purwa naskah KBG Nr, 7, setelah 

berhasil mengislamkan para ajar di wilayah Tirang, Ki Pandan Arang 

membangun tempat kediaman baru di daerah Pegisikan, yang kemudian 

dikenal dengan nama Bubakan11. Ki Pandan Arang di daerah Bubakan 

menjabat sebagai seorang juru nata (pejabat kerajaan) daru Kerajaan Demak. 

Maka dari itu, wilayah Bubakan kemudian dikenal dengan sebutan Jurnatan 

yang artinya tempat tinggal juru nata. 

Saat itu Bubakan menjadi pusat pemerintahan Semarang kuno. 

Masyarakat Kota Semarang kala itu menjadikan Bubakan sebagai pusat 

perekonomian. Suatu hal yang lazim di Jawa menjadikan sekitar pusat-pusat 

kekuasaan kuno terdapat kampung-kampung (toponim) yang diberi nama 

sesuai dengan profesi atau mata pencaharian penduduknya12. Untuk memenuhi 

kebutuhannya masyarakat bekerja berdasarkan permintaan pasar saat itu. 

 
10 Dewi Yuliati, 2019, Mengungkap Sejarah Kota Lama Semarang dan Pengembangannya sebagai 

Asset Pariwisata Budaya, ANUVA Vol. 3 No. 2, hlm. 160. 
11 Ibid, hlm. 161 
12 Dewi Yuliati,2010, Mengungkap Sejarah dan Motif Batik Semarangan, Paramita Vol. 20 No. 1, 

hlm. 13 
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Masyarakat di sekitar Bubakan banyak yang menjadi sebagai pengerajin batik. 

Oleh karna itu, sekitar Bubakan menjadi sentra pengrajin batik atau kampung 

batik. 

 Aktivitas membatik masyarakat Kota Semarang kala itu memunculkan 

suatu kerajinan tangan yang kini hanya dimiliki oleh Kota Semarang yaitu 

Batik Semarang. Batik Semarang memiliki persamaan dengan batik yang 

dibuat oleh daerah-daerah pesisir utara jawa lainnya. Namun Batik Semarang 

memiliki dua perbedaan yaitu warna dasar batik yang lebih mencolok dan 

motif Batik Semarang di pengaruhi oleh budaya Cina. Kini seiring 

perkembangan zaman motif Batik Semarang semakin bervariasi.  

Sampai saat ini membatik masih dilakukan oleh masyarakat Kota 

Semarang sebagai sumber mata pencahariannya. Batik Semarang sebagai 

warisan budaya Kota Semarang yang memiliki sejarah panjang dan menjadi 

kebanggan Kota Semarang perlu dilindungi oleh Pemerintah Kota Semarang. 

Batik Semarang saat ini belum terdaftar Indikasi Geografis. padahal Batik 

Semarang memiliki potensi didaftarkan Indikasi Geografis karena salah satu 

ketegori yang dapat di daftarkan Indikasi Geografis yaitu barang kerajinan 

tangan. Pemerintah Kota Semarang memiliki kewenangan mendaftarkan Batik 

Semarang sebagai Indikasi Geografis. Sudah seharusnya Pemerintah Kota 

Semarang melindungi kekayaan intelektual di Kota Semarang dan melindungi 

masyarakat yang sumber mata pencahariannya bergantung pada Batik 

Semarang. Kota Semarang sepatutnya bangga memiliki warisan budaya Batik 

Semarang. belum tentu daerah lain memiliki batik. Maka dari itu Pemerintah 
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Kota Semarang harus menjaganya dengan mendaftarkan Indikasi Geografis 

agar mendapatkan perlindungan hukum.  

Uraian-uraian di atas telah menjelaskan terkait dengan aturan yang 

berlaku mengenai perlindungan Indikasi Geografis. Pemerintah Kota Semarang 

saat ini belum melakukan upaya pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Batik 

Semarang. Jika di lihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis Batik Semarang berpotensi dapat di daftarakan 

Indikasi Geografis, oleh karena itu Penulis tertarik untuk menulis skripsi 

dengan Judul “PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS 

TERHADAP BATIK SEMARANG DALAM UPAYA 

MENYEJAHTERAKAN PENGRAJIN BATIK DI KOTA SEMARANG”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka melalui penulisan ini akan 

mengakaji permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap 

warisan budaya batik Semarang? 

2. Bagaimana perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap batik 

Semarang sebagai warisan budaya dalam upaya menyejahterakan pengrajin 

batik di Kota Semarang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan karya ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum Indikasi Geografis 

terhadap warisan budaya batik Semarang. 

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap batik 

Semarang dalam upaya menyejahterakan pengrajin batik di Kota Semarang. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat yang diharapkan 

dari penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Manfaat Teoritis: 

a) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran 

terhadap ilmu pengetahuan dibidang hak kekayaan intelektual khususnya 

Indikasi Geografis. 

b) Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai Indikasi Geografis. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Pemerintah Kota Semarang, penelitian ini diharapkan menjadi 

rujukan dalam mendaftarkan Indikasi Geografis terhadap batik 

Semarang. 

b) Bagi masyarakat Kota Semarang, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan wawasan terkait Indikasi Geografis. 
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E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini metode 

pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan berdasar pada metode yang 

bertujian untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisanya untuk kemudian menemukan pemecahan atas masalah yang 

timbul dari gejala tersebut13. 

Penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian 

terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial 

kemasyarakatan. Untuk itu hukum seringkali dihubungkan dengan dinamika 

kemasyarakatan yang sedang dan akan terjadi14. 

2. Spesifikasi Peneletian 

Penelitian ini menggunakan spesifikasi yang bersifat deskriptif 

analitis, yang artinya memaparkan data yang ada untuk kemudian dilakukan 

analisa terhadap data tersebut. Metode ini dimaksudkan untuk melihat data 

tentang suatu peristiwa yang terjadi dan dimaksudkan untuk dihubungkan 

dengan teori-teori yang relevan, deskriptif analitis digunakan dalam 

penelitian ini guna melihat data tentang pelaksanaan perlindungan hukum 

Indikasi Geografis terhadap batik Semarang kemudian dianalisa dengan 

peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang relevan. 

3. Objek Penelitian 

 
13 Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 43. 
14 Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 51. 
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Objek pada penelitian mencakup seluruh informasi yang berkaitan 

dengan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap batik Semarang 

guna menyejahterakan pengrajin batik di Kota Semarang. Elemen-elemen 

yang diteliti, yaitu: 

a. Satu orang Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil 

Kemenkumham Jateng bernama Mahdya Isyah Putra Sihite, S.H. 

b. Satu orang Subkoordinator Perancangan Dunia Usaha Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang bernama 

Daru Adityas, S.H. 

c. Satu orang Klaster Batik Kota Semarang bernama Siti Khalifah. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan 

dan Studi Lapangan. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer 

dan data sekunder. 

a. Studi Kepustakaan 

Metode ini dugunakan dengan cara mengumpulkan data sekunder 

yang terdapat dalam buku, perundang-undangan, literatur, majalah, teori 

dan pendapat para ahli, serta makalah yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Data-data tersebut dapat digolongkan menjadi dua yaitu: 

1) Bahan Hukum Primer 

a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis. 
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b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 

Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

hasil-hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian, teori 

hukum dan pendapat para ahli literatur, skripsi, tesis, disertasi, 

jurnal, pendapat para ahli. 

b. Wawancara 

Penelitian  dengan cara wawancara dilaksanakan dengan 1 (satu) 

Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham 

Jateng yaitu Bapak Putra, 1 (satu) orang Subkoordinator Perencanaan 

Dunia Usaha Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Semarang yaitu Bapak Daru Adityas dan 1 

(satu) Anggota Klaster Batik Semarang yaitu Ibu Siti Khalifa. 

Wawancara dilakukan untuk menggali studi lapangan dan memperoleh 

data tambahan dalam penelitian. Wawancara dipersiapkan dengan daftar 

pertanyaan yang sudah disusun, dan memungkinkan adanya pertanyaan 

diluar dafftar pertanyaan sesuai situasi saat wawancara. 

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data 

Data yang telah diteliti dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data 

yang kemudian akan dilakukan pengolahan dan diperiksa, lalu akan 

dilakukan proses pengeditan memisahkan antara data yang relevan akan 

digunakan dan yang tidak relevan diabaikan. Penyajian data akan dilakukan 
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dalam bentuk uraian-uraian untuk menjawab rumusan masalah. Hasil 

penelitian disajikan dengan uraian-uraian secara sistematis yaitu data yang 

diperoleh akan dihubungkan dengan yang lain sesuai dengan permasalahan 

yang diteliti. 

6. Metode Analisa Data 

Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif-

kualitatif yaitu menjabarkan data-data yang diperoleh dari teori-teori 

hukum, norma-norma hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. 

Analisis data dengan cara menguraikan dengan kalimat yang efektif, runtut 

dan logis lalu dilakukan pembahasan. Analisis dengan membandingkan data 

yang diperoleh melalui bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-

undangan mengenai Indikasi Geografis dengan didukung data yang 

diperoleh melalui wawancara dengan Kanwil Kemenkumham Jateng, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang dan Anggota 

Klaster Batik Semarang. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab yang telah 

direncanakan oleh peneliti sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab I adalah bab pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan 

penelitian, keguanaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab II adalah bab telaah pustaka yang berisi Perlindungan Hukum, 

Indikasi Geografis terdiri dari Pengertian Indikasi Geografis, Perlindungan 

Indikasi Geografis, Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis, Indikasi 

Geografis Yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak, Pemeriksaan Substantif, 

Pelanggaran Hukum Indikasi Geografis, Pembidanaan dan Pengawasan 

Indikasi Geografis, Kesejahteraan. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab III adalah bab hasil penelitian dan pembahasan yang berisi 

pengaturan terhadap perlindungan hukum indikasi geografis terhadap warisan 

budaya batik Semarang dan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap 

batik Semarang sebagai warisan budaya dalam upaya menyejahterakan 

pengrajin batik di Kota Semarang. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab IV adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari 

keseluruhan hasil berdasarkan rumusan masalah dan saran peneliti terhadap 

permasalahan yang diangkat dengan bertujuan supaya bermanfaat dalam 

memberikan pertimbangan berdasarkan permasalahan yang telah ada. 


